
 

i 

 

 

“IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENUTUHAN KAPAL 

(SHIP RECYCLING) YANG AMAN DAN RAMAH 

LINGKUNGAN DI WILAYAH KANTOR KSOP KELAS I 

BANTEN” 

 

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 

 

Oleh 

MEIANA SULISTYONINGRUM 

561911317395 K 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TATA LAKSANA 

 ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN  

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  

SEMARANG  

TAHUN 2023



 

ii 

 

 



 

iii 

 

 



 

iv 

 

 



 

v 

 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Moto : 

1. “Apapun yang kamu inginkan, wujudkanlah dengan perjuanganmu. Tentu semua 

akan terbayarkan jika kamu bisa meraihnya dengan hasil jerih payahmu sendiri. 

Entah berapa kali kegagalan yang kau hadapi, percayalah semuanya tidak akan sia-

sia”.  (Meiana Sulistyoningrum) 

2. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-Rad : 11) 

 

Persembahan : 

1. Kepada orangtua penulis, Ayah Agus Yatmanto dan 

Ibu Dwi Santini. Terimakasih atas dukungan, doa 

dan nasehat yang tidak henti-hentinya diberikan 

kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Saudara dan keluarga besar penulis, terimakasih atas 

doa serta dukungan dalam setiap tugas yang penulis 

kerjakan 

3. Almamater PIP Semarang, rekan -rekan angkatan 

LVI, junior dan senior terimakasih atas dorongan 

semangat dan bantuannya selama ini



 

vi 

 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Implementasi Pengawasan Penutuhan Kapal (Ship recycling) yang Aman dan 

Ramah Lingkungan di Wilayah Kantor KSOP Kelas I Banten”. 

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan meraih gelar 

Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel) serta syarat untuk menyelesaikan program 

Pendidikan Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan, arahan, 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Capt. Tri Cahyadi, M.H., M.Mar, selaku Direktur Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang 

2. Ibu Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Tata Laksana 

Angkutan Laut dan Kepelabuhanan  

3. Bapak Daryanto, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi 

4. Ibu Pritha Kurniasih, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian dan 

Penulisan. 

5. Seluruh jajaran dosen, staf dan pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 

6. Seluruh pegawai Kantor KSOP Kelas I Banten yang telah membimbing dan 



 

vii 

 

membantu memberikan informasi dan data guna penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh teman-teman kelas K8A yang telah memberikan dukungan dan semangat 

satu sama lain. 

8. Seluruh teman-teman Angkatan LVI dan TALK 97 yang saling mendukung satu 

sama lain. 

9. Semua keluarga dan sahabat yang telah ikut serta membantu dan mendoakan untuk 

kelancaran penyusunan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, 

untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga skripsi ini dapat 

berguna dan memberikan pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.  

 

Semarang, ………….2023 

Penulis 

 

 

 

Meiana Sulistyoningrum 

NIT. 561911317395 K 



 

viii 

 

ABSTRAK 

 

Sulistyoningrum, Meiana, 2023, 561911317395.K, “Implementasi Pengawasan 

Penutuhan Kapal (Ship Recycling) yang Aman dan Ramah Lingkungan di 

Wilayah Kantor KSOP Kelas I Banten”, Skripsi program Studi TALK, 

Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I : 

Daryanto, S.H., M.M ., dan Pembimbing II : Pritha Kurniasih, M.S.c. 

Ship recycling merupakan kegiatan penghancuran, pembongkaran, 

pemusnahan dan pemotongan kapal yang tidak terpakai dan tidak lagi 

dipergunakan dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Peneliti mengamati 

keadaan dimana kegiatan penutuhan kapal yang terjadi di wilayah KSOP Kelas I 

Banten tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan atau persetujuan sertifikat 

yang berlaku sehingga mengakibatkan pemotongan kapal secara illegal. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengawasan 

penutuhan kapal di wilayah KSOP Kelas I Banten yang sesuai dengan prosedur 

dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika pelaku usaha belum 

memiliki persyaratan atau persetujuan sertifikat untuk melakukan penutuhan 

kapal. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian dari pembahasan masalah mengenai prosedur pelaksanaan 

pengawasan penutuhan kapal adalah pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan 

penutuhan kapal harus memenuhi persyaratan dan persetujuan sertifikat sesuai 

dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kantor KSOP Kelas I Banten dan sesuai 

dengan wewenang diperaturan Nomor PM 24 Tahun 2022. Dampak yang timbul 

jika pelaku usaha tidak memiliki persyaratan dan persetujuan sertifikat 

pelaksanaan penutuhan kapal adalah pelaku usaha mendapatkan sanksi berupa 

hukuman pidana maupun perdata. Karena kegiatan pengawasan sangat penting 

untuk kelancaran penutuhan kapal.  

 

Kata Kunci : Penutuhan kapal (Ship Recycling), Pengawasan,  Fasilitas 

Penutuhan Kapal 
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ABSTRACT 

 

Sulistyoningrum, Meiana, 2023, 561911317395.K, "Implementation of Safe and 

Environmentally Friendly Ship Recycling Supervision in Class I Banten KSOP 

Area", Thesis Diploma IV Program, Port and Shipping Management Program 

Study, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Supervisor I : Daryanto, S.H., 

M.M., and Supervisor II : Pritha Kurniasih, M.S.c. 

Ship recycling is the activity of destroying, dismantling, destroying and 

cutting ships that are not used and are no longer used in a safe and environmentally 

friendly way. Researchers observed a situation where ship intact activities that 

occurred in the Banten Class I KSOP area were not in accordance with the 

procedures and requirements or approval of applicable certificates, resulting in 

illegal ship cutting. The purpose of this study is to determine the procedures for 

implementing ship integrity supervision in the Banten Class I KSOP area in 

accordance with the procedures and to determine the impact caused if business 

actors do not have the requirements or approval certificates to carry out ship intact. 

The research method used in this study is qualitative descriptive method. 

Research data sources are obtained from primary data and secondary data. Data 

collection techniques through observation, interviews and documentation, data 

validity techniques using triangulation techniques. Data analysis techniques used 

in this study are data reduction, data presentation and conclusions.  

The research results from the discussion of issues regarding the procedure for 

implementing ship intact supervision are that business actors before carrying out 

ship intact activities must meet the requirements and certificate approval in 

accordance with the SOP set by Supervision in Class I Banten KSOP Area and in 

accordance with regulation Number PM 24 of 2022. The impact that arises if 

business actors do not have the requirements and approval of the certificate of 

implementation of ship integrity is that business actors get sanctions in the form 

of criminal and civil penalties. Because surveillance activities are very important 

for the smooth integrity of the ship. 

 

 

Keywords : Ship Recycling, Supervision, Ship Recycling Facilities
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk mewujudkan peran transportasi laut dengan baik, sarana 

angkutan laut harus ditunjang dengan standarisasi keselamatan kapal dan 

kekuatan kontruksi kapal. Kapal terbuat dari bahan berdasarkan baja yang 

memiliki masa pemakaian antara dua puluh lima sampai tiga puluh tahun. 

Kapal yang telah dibangun menggunakan teknologi modern di lokasi 

pembuatan kapal lama kelamaan akan mengalami kelelahan metal (logam), 

korosi serta kurangnya suku cadang. Hal tersebut menyebabkan kapal tidak 

dapat lagi memiliki nilai ekonomis untuk tetap melanjutkan operasinya sebagai 

angkutan laut. 

Setiap kapal yang beralas dasar baja yang telah mencapai batasan 

umurnya dan tidak lagi beroperasi biasanya akan dibawa ke galangan kapal 

untuk dilakukan pembongkaran kapal. Proses pembongkaran kapal yang tidak 

lagi dipergunakan disebut sebagai penutuhan kapal. Pada dunia internasional 

istilah penutuhan kapal dikenal sebagai ship breaking, ship demolition, ship 

dismanting, ship cracking, atau ship recycling. Kapal yang beralaskan dari 

dasar baja memiliki berbagai ragam kandungan material yang dapat digunakan 

kembali setelah melalui proses daur ulang (recycling process). Penutuhan kapal 

memungkinkan berbagai material yang terkandung di dalam kapal, terutama 
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baja, untuk didaur ulang atau di daur ulang menjadi produk baru. Hal ini dapat 

meminimalisir permintaan bijih besi yang ditambang dan mengurangi 

penggunaan energi dalam proses pembuatan dan pengolahan baja. 

Hampir seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada di atas kapal dapat 

sepenuhnya dipergunakan kembali. Baja kapal dapat didaur ulang menjadi 

material pendukung industri kontruksi dan engsel untuk kargo container. 

Generator dan aki kapal dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kegiatan 

di darat. Bahan hidrokarbon di atas kapal dapat menjadi bahan bakar pabrik 

penggilingan dan tungku pembakaran batu bara. Peralatan pencahayaan dapat 

dipergunakan kembali untuk berbagai kegiatan di darat. Dengan demikian 

proses daur ulang berbagai komponen material dari kapal yang sudah tidak 

terpakai telah memberikan dampak positif bagi penghematan energi dan 

sumber daya alam global.  

Penutuhan kapal merupakan industri yang kuat di banyaknya negara, 

terutama negara berkembang, karena dapat memberikan manfaat bagi 

perekonomian suatu negara dan masyarakat. Penutuhan kapal membantu 

produksi baja suatu negara karena baja hasil penutuhan kapal dapat diolah 

kembali sehingga mengurangi kebutuhan impor material baja. Penutuhan kapal 

dapat meningkatkan pertumbuhan industri hijau (green industry) karena hampir 

semua material di kapal dapat digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan 

industri manufaktur, mebel (furniture), peralatan elektronik, dan pelumas 
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(Lubricant). Penutuhan kapal dapat memberikan pendapatan (revenue) yang 

besar bagi suatu negara, terutama melalui pengenaan bea (duty) dan pajak (tax) 

impor. Penutuhan kapal juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi banyak 

orang dengan tingkat perekonomian rendah.  

Guna memastikan kegiatan penutuhan kapal yang mengutamakan 

keselamatan dan kesehatan manusia serta berwawasan lingkungan, IMO telah 

menerbitkan berbagai pedoman bagi seluruh negara anggota dalam 

melaksanakan penutuhan kapal berdasarkan Standar Teknis Konvensi yang 

disahkan melalui Resolusi Komite Perlindungan Lingkungan Laut. Pedoman-

pedoman tersebut merupakan guidelines for the development of ship recycling 

plan resolusi dari MEPC.196 (62) pada tahun 2011, guidelines for safe and 

environmentally sound ship recycling resolusi dari MEPC.210 (63) pada tahun 

2012, guidelines for the authorization of ship recycling facilities resolusi dari 

MEPC.211 (63) pada tahun 2012 dan guidelines for the development of the 

inventory of the hazardouz materials resolusi dari MEPC.269 (89) pada tahun 

2015 (Perhubungan, 2006). Saat ini terdapat beberapa negara yang telah 

menjadi pihak Konvensi Internasional Hongkong untuk melakukan penutuhan 

kapal yang aman dan ramah lingkungan. Konvensi Internasional Hongkong 

merupakan hasil pembahasan dari pertemuan International Maritime 

Organization (IMO) pada tahun 2009 yang mengatur tentang aturan pada 
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kegiatan penutuhan kapal secara aman dan mempertimbangkan dampak dari 

penutuhan kapal terhadap lingkungan. 

Kegiatan penutuhan kapal di Indonesia telah berlangsung sejak lama. 

Belum semua pihak memahami prosedur penutuhan kapal dengan baik, 

khususnya pemilik dan/atau pengelola galangan kapal yang masih 

melaksanakan penutuhan kapal dengan cara tradisional dan cenderung tidak 

memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja serta cenderung tidak 

memperhatikan kelestarian lingkungan perairan, misalnya tidak adanya surat 

perizinan, otorisasi dan sebagainya yang mengakibatkan adanya kegiatan 

penutuhan kapal secara ilegal dan para pekerja melakukan kegiatan penutuhan 

kapal tanpa penerapan K3 yang dapat menyebabkan pencemaran limbah di 

wilayah perairan. Maka, kegiatan penutuhan kapal di Indonesia memerlukan 

pengawasan dan pembinaan lintas sektoral dan terintegrasi sesuai kewenangan 

setiap instansi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi 

Pengawasan Penutuhan Kapal (Ship Recycling) yang Aman dan Ramah 

Lingkungan di Wilayah Kantor KSOP Kelas I Banten”. 

B. Fokus Penelitian  

Dari latar belakang masalah yang dihadapi maka fokus pada penelitian 

ini untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika pelaku usaha belum 
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memiliki persyaratan atau persetujuan sertifikat untuk melakukan penutuhan 

kapal (ship recycling). 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyusun 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan penutuhan kapal (ship 

recycling) di wilayah Kantor KSOP Kelas I Banten yang sesuai dengan 

standard operating procedure ? 

2. Apa dampak yang ditimbulkan jika pelaku usaha belum memiliki 

persyaratan atau persetujuan sertifikat untuk melakukan penutuhan kapal 

(ship recycling) ? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengawasan penutuhan kapal 

(ship recycling) di wilayah Kantor KSOP Kelas I Banten yang sesuai 

dengan standard operating procedure. 

2. Untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan jika pelaku usaha 

belum memiliki persyaratan atau persetujuan sertifikat untuk melakukan 

penutuhan kapal (ship recycling). 
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E. Manfaat Hasil Penelitian 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik 

dan mampu menjadikan wawasan pengetahuan terhadap transportasi angkutan 

laut yaitu sebagai berikut :  

1. Manfaat secara teoritis 

a. Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait 

prosedur pengawasan penutuhan kapal (ship recycling) dan dampak 

yang ditimbulkan jika pelaku usaha belum memiliki persyaratan atau 

persetujuan sertifikat untuk melakukan penutuhan kapal (ship 

recycling). 

b. Sebagai pengetahuan juga informasi bagi pembaca dan instansi terkait 

tentang penutuhan kapal (ship recycling) yang dilakukan dengan aman 

dan ramah lingkungan. 

2. Manfaat secara praktis 

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

sekaligus acuan bagi pemilik kapal mengenai prosedur penutuhan kapal 

(ship recycling) yang sesuai dengan standard operating procedure agar 

kegiatan penutuhan kapal berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan 

dampak yang mengakibatkan penutuhan kapal berhenti karena kegiatan 

penutuhan kapal tidak dilakukan sesuai dengan standard operating 

procedure maupun peraturan yang berlaku.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

Deskripsi teori merupakan penjelasan yang mengungkapkan tentang 

pemikiran yang melandasi dari judul penelitian yang diringkas menjadi konsep 

gagasan, sikap, pandangan dan atau cara yang pada hakikatnya 

menggambarkan nilai dan tujuan tertentu yang terwujud dalam proses 

hubungan fungsional, situasional maupun kondisional yang ditangkap oleh 

fenomena atau realitas tertentu. Untuk membantu memahami mengenai 

pelaksanaan pengawasan penutuhan kapal atau ship recycling di Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, maka peneliti 

mengambil beberapa wawasan pengertian dari buku referensi juga pendapat 

dari ahli yang masih ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini. 

1. Pengertian Implementasi 

Pengertian implementasi sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum 

adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat 

dan detail. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “to implement” 

yang berarti mengimplementasikan. Bukan hanya kegiatannya, tetapi juga 

pelaksanaannya merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan 
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secara sungguh-sungguh, yang juga mengacu pada norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan (Hamdan, 2018). 

 Menurut Usman (Rosad, 2019), menyebutkan bahwa implementasi atau 

pelaksanaan merupakan sesuatu yang diarahkan pada tindakan, aktivitas, 

aksi atau mekanisme dari suatu sistem. Implementasi atau pelaksanaan yang 

dimaksud bukan hanya sekedar kegiatan tetapi juga kegiatan yang 

dilakukan dengan terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.   

 Dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

hakikatnya pelaksanaan program yang pada dasarnya diproses harus 

dilanjutkan dengan kondisi yang ada karena pengaruh beberapa faktor baik 

di dalam maupun di luar lapangan disertai dengan dukungan upaya maupun 

alat pendukung. Selain itu, harus ada tenggat waktu maupun prosedur 

pelaksanaan yang ditetapkan, untuk berhasil atau tidaknya proses tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dan 

merupakan syarat penting guna keberhasilan proses implementasi. 

Beberapa faktor tersebut yaitu :  

1) Komunikasi, merupakan suatu program yang akan berhasil jika para 

pelaksanaannya memahami dengan jelas. Hal ini berkaitan dengan 

proses pengiriman informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi 

informasi yang disampaikan. 

2) Sumber daya atau resources, dalam hal ini terdapat empat komponen 

yaitu pelaksanaan jumlah pegawai dan kualitasnya, informasi yang 
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diperlukan untuk pengambilan keputusan, atau wewenang guna 

melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab, dan sarana yang 

diperlukan untuk itu. 

3) Birokrasi khususnya SOP (Standard Operating Procedure), yang 

mengatur alur selama pelaksanaan kegiatan.  

Ketiga faktor diatas di anggap memiliki pengaruh pada keberhasilan 

suatu proses implementasi, namun diantara faktor ini dengan faktor yang 

lainnya juga terdapat hubungan dan pengaruh satu sama lain. Selanjutnya, 

dalam proses pelaksanaannya, setidaknya terdapat tiga faktor penting dan 

mutlak yaitu adanya suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan, 

faktor kinerja baik organisasi maupun individu, organisasi dan individu 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan memantau proses 

pelaksanaan (Andani et al., 2019). 

2. Pengertian Pengawasan 

Menurut Usman Effendi (2014:138), menyatakan bahwa pengawasan 

dianggap sebagai fungsi manajemen yang paling penting. Meskipun suatu 

pekerjaan dilakukan dengan baik, tanpa adanya pelaksanaan pengawasan 

dan pemeriksaan, tidak dapat dikatakan berhasil. 

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138), mengemukakan pendapat 

bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu upaya organisasi 

untuk melaksanakan kegiatan operasional dengan efektif dan efisien. 
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Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan 

tersebut. Guna mendapatkan pengertian pengawasan yang lebih dalam, 

dapat dilihat dari penjelasan beberapa para ahli (Nuru et al., 2013), yaitu : 

a. Menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig pengawasan 

adalah fase dari proses manajemen yang menyangkut pemeliharaan 

kinerja organisasi dalam perusahaan, diukur terhadap harapan, dalam 

batas yang diperbolehkan.  

b. Menurut T. Hani Handoko pengawasan didefinisikan sebagai proses 

yang memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat 

dicapai. 

c. Menurut Brantas pengawasan adalah definisi proses pemantauan, 

penelitian dan pelaporan rencana untuk mencapai tujuan dari tindakan 

korektif yang diidentifikasi untuk perbaikan lebih lanjut.   

Sedangkan pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan untuk memantau, mengendalikan, mengatur dan mengarahkan 

semua kegiatan agar terjadi sesuai dengan rencana yang telah disusun dan 

sesuai dengan hasil yang diinginkan (Meriza, 2018). Hal ini dimaksudkan 

tidak hanya untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan melainkan 

untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan atau suatu penyimpangan yang 

dapat dihindari sebelum terlambat.   
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Menurut Henry Fayol (Mariyam, 2018), pengawasan mengandung 

artian usaha untuk memeriksa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip yang dipercayai. 

Hal itu ditujukan untuk mengidentifikasi kesalahan dan kelemahan agar 

dapat dihindari di kemudian hari. 

Menurut S.P Siagian (Nuru et al., 2013),  mengawasi memiliki arti 

mengamati dan memantau dengan berbagai cara yang dilakukan baik 

secara observasi langsung pada kegiatan opersional yang ada di lapangan, 

membaca laporan dan berbagai cara lainnya. Pada saat kegiatan sedang 

berlangsung maksudnya adalah untuk mengetahui apakah ada 

penyimpangan dalam pelaksanaan secara disengaja maupun tidak 

disengaja dari rencana dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Menurut Manullang (Nuru et al., 2013), pemeriksaan dan pengawasan 

dilakukan oleh pengawas dari tugas yang bersangkutan, karena jenis 

pemeriksaan dan pengawasan ini disebut juga dengan pemeriksaan dan 

pengawasan vertikal atau formal. Dikarenakan yang melakukan 

pemeriksaan dan pengawasan ini adalah orang-orang yang memiliki 

wewenang.   

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengawasan, timbul pemikiran 

bahwa melakukan pengawasan secara teratur atau berkala oleh pimpinan 

manajemen atau individu yang berwenang sangat penting. Tujuan dari 
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pengawasan ini adalah untuk melakukan pemeriksaan, pemantauan, 

perbaikan, dan penilaian. Dengan melaksanakan pengawasan seperti ini, 

diharapkan tidak ada deviasi dari pencapaian tujuan yang efisien dan 

efektif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.  

3. Pengertian Penutuhan Kapal / Ship Recycling 

Secara umum penutuhan kapal atau ship recycling merupakan kegiatan 

penghancuran, pembongkaran, pemusnahan dan pemotongan kapal yang 

tidak terpakai dan tidak lagi dipergunakan dengan cara yang aman dan 

ramah lingkungan.  

Proses penutuhan kapal, atau yang juga dikenal sebagai pemrosesan 

daur ulang kapal (ship recycling) atau renovasi kapal, melibatkan beberapa 

kegiatan. Ini termasuk penambatan (mooring) kapal, pengandasan 

(beaching) kapal, pengambilan (dismantling) material kapal, dan perbaikan 

(recovery) material kapal (IMO, 2003). Secara terminologi, penutuhan 

kapal memiliki kesamaan dengan istilah seperti ship scrapping, ship 

dismantling, ship breaking, ship decommissioning, ship deconstruction, 

dan ship deengineering. 

Istilah "ship recycling" pertama kali diadopsi melalui kesepakatan 

dengan organisasi internasional seperti IMO (International Maritime 

Organization), ILO (International Labour Organization), UNEP (United 

Nations Environment Programme), dan organisasi lain yang terkait. Istilah 
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ini digunakan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan memberikan 

keamanan saat proses penghancuran kapal yang tidak lagi berfungsi dan 

beroperasi secara ekonomis. (Supomo & Pribadi, 2018). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penutuhan kapal atau 

ship recycling merupakan kegiatan pemotongan kapal yang sudah tidak 

beroperasi dengan kondisi kapal yang tidak layak pakai dan tidak 

menguntungkan secara ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha dengan 

cara yang aman dan ramah lingkungan.  

4. Pengertian Aman  

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), aman berarti bebas 

dari bahaya yang mengancam, bebas dari gangguan dan terlindung dari rasa 

takut maupun khawatir.  

Sedangkan rasa aman menurut Potter dan Perry rasa aman diartikan 

sebagai kondisi yang menunjukkan dimana seseorang tersebut bebas dari 

cacat atau cedera fisik mental serta dalam keadaan tenang dan aman 

(Herdiana, 2017). 

Guna mewujudkan rasa aman, maka kebutuhan akan rasa aman harus 

terpenuhi. Kebutuhan akan rasa aman harus dilihat secara meluas dan 

lengkap (komprehensif) dan tidak terbatasi pada keamanan fisik namun 

juga pada keamanan psikologis dalam hal jaminan keamanan untuk 

menghindari stabilitas sistem orang yang sedang takut, cemas dan banyak 

hal lainnya.  
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Dari penjabaran di atas, maka rasa aman merupakan kebutuhan dasar 

manusia yang dibutuhkan seseorang untuk menjaga keseimbangan secara 

fisiologis dan psikologis guna mempertahankan hidup dan kesehatan. 

5. Pengertian Ramah Lingkungan  

Ramah lingkungan berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

mempunyai arti yaitu tidak bersifat merusak lingkungan. Arti ramah 

lingkungan yang dimaksud adalah tidak mencemari atau mengotori 

lingkungan serta mencoba mengurangi penggunaan sumber daya alam dan 

harta milik pribadi diri sendiri dan masyarakat. Selain itu ramah lingkungan 

dimaksudkan kepada setiap orang untuk memberikan rasa peduli terhadap 

kelestarian alam dan lingkungan hidup. 

Menurut Goerning et al (2018), ramah lingkungan merupakan hal yang 

ditunjukkan perusahaan dalam melakukan promosi kepada konsumen 

dengan tujuan meminimalkan dampak lingkungan dan jasa perusahaan.  

Dari penjelasan ramah lingkungan bisa disimpulkan bahwa kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang yang tujuannya untuk menjaga kelestarian 

alam dan lingkungan dengan cara mencegah pencemaran lingkungan, 

karena dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia. 

6. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah 

pengawasan dan tagging jawab Menteri Perhubungan melalui Direktorat 
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Jenderal Perhubungan Laut, yang bertugas melakukan pengendalian dan 

penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan laut serta 

mengatur kegiatan pemerintah dalam mengkoordinasi pelabuhan. 

 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 yang telah dirubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2021, 

tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan maka dalam melaksanakan kedudukan tugas pokok dan 

fungsi yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten memiliki 

kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

a. Kedudukan 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten adalah 

Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Perhubungan yang 

berada di bawah dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Perhubungan Laut. 

b. Tugas Pokok 

Tugas pokok Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I 

Banten adalah melaksanakan pengawasan dan penertiban di bidang 

pengamanan laut, koordinasi, kegiatan pemerintahan di pelabuhan dan 
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pengaturan, pemeriksaan dan pengendalian penyelenggaraan 

pelabuhan di pelabuhan niaga.  

c. Fungsi  

1) Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap laik laut, 

keselamatan dan ketertiban kapal di pelabuhan dan menerbitkan 

Surat Persetujuan Berlayar; 

2) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap lalu lintas kapal di 

perairan pelabuhan dan alur pelayaran; 

3) Melakukan pengawasan operasi penanganan kargo, operasi 

penyelamatan dan pekerjaan bawah air, kemudi dan penarik kapal 

di perairan pelabuhan.  

4) Pelaksanaan pengawasan keamanan maritim terkait Bongkar Muat 

Barang Berbahaya, Barang Khusus, limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3), pengisian bahan bakar, pengaturan embarkasi dan 

debarkasi penumpang, pembangunan fasillitas pelabuhan, 

pengerukan dan pemulihan; 

5) Melakukan pendampingan Search And Rescue (SAR), pengawasan 

dan koordinasi pencegahan pencemaran dan pemadaman kebakaran 

di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan 

lingkungan laut; 

6) Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kapal; 
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7) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan laut sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

8) Melakukan koordinasi kegiatan otoritas terkait dengan pengawasan 

tindakan keselamatan dan keamanan laut dan pelaksanaan Tindakan 

hukum di pelabuhan. 

9) Pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, hukum 

dan hubungan masyarakat. 
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B. Kerangka Penelitian 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENUTUHAN KAPAL (SHIP 

RECYCLING) YANG AMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN DI 

WILAYAH KANTOR KSOP KELAS I BANTEN 
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kegiatan penutuhan kapal 
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2. Peningkatan kedisiplinan dan tanggung 
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persyaratan serta persetujuan sertifikat 
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3. Pemeriksaan dan pengawasan sesuai 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Implementasi pemeriksaan dan pengawasan kegiatan penutuhan kapal 

(ship recycling) yang aman dan ramah lingkungan dapat dilakukan dengan 

lancar dan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure). Namun, tidak 

semuanya proses kegiatan penutuhan kapal (ship recycling) yang dilakukan 

dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP (Standard Operating 

Procedure). Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :   

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan penutuhan kapal (ship 

recycling) sesuai dengan prosedur 

 Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan penutuhan kapal 

(ship recycling) sesuai dengan prosedur adalah pelaksanaan yang dilakukan 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2022. Seluruh 

prosedur harus dilakukan pelaku usaha maupun fasilitas penutuhan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan proses kegiatan 

pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh pejabat keselamatan kapal 

atau Marine Inspector sesuai dengan petunjuk internal dari DJPL dan 

ketentuan yang berlaku dan membuat hasil laporan sesuai dengan 
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kenyataannya agar dapat diterbitkan sertifikat kesiapan penutuhan kapal 

serta dapat dilakukan kegiatan penutuhan kapal secara lancar.  

2. Hal yang ditimbulkan jika pelaku usaha belum memiliki persyaratan atau 

persetujuan sertifikat untuk melakukan penutuhan kapal (ship recycling) 

Jika pelaku usaha belum memiliki persyaratan atau persetujuan 

sertifikat untuk melakukan penutuhan kapal (ship recycling) maka pelaku 

usaha dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana maupun hukuman 

perdata serta perusahaan akan dilarang operasi maupun pencabutan izin 

usaha. Apabila pelaku usaha telah memenuhi persyaratan atau persetujuan 

sertifikat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka proses 

pelaksanaan kegiatan penutuhan kapal (ship recycling) dapat dilakukan 

secara lancar.  

B. Keterbatasan Penelitian 

 Pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara optimal, namun pada 

penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang ada. Keterbatasan pada 

penelitian ini adalah : 

1. Peneliti fokus pada objek penelitian yang berhubungan dengan ship 

recycling yaitu pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan penutuhan kapal 

sehingga peneliti dituntut untuk mempelajari hal baru yang berhubungan 

dengan ship recycling.  
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2. Beberapa dokumen dan data informasi terkait masih terbatas sehingga yang 

dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh informasi dan dokumentasi 

terbatas untuk memperkuat penelitian.  

C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti, saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah :  

1. Saat melakukan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kapal dilakukan 

dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan prosedur. Ketika pengisian buku 

laporan pemeriksaan kesiapan penutuhan kapal dan inventaris material 

berbahaya diisi sesuai dengan kenyataannya. Hal ini diharapkan agar dapat 

dilakukan pemeriksaan dengan teliti dan cermat untuk menghindari 

kesalahan maupun kekurangan dalam hasil pemeriksaan, agar jika terjadi 

suatu masalah, terdapat bukti yang cukup untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

2. Pelaku usaha maupun fasilitas penutuhan kapal perlu mengetahui peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah juga instansi terkait dengan pelaksanaan 

penutuhan kapal. Serta meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab 

ketika menyelesaikan persyaratan penutuhan kapal agar dapat 

meminimalisir adanya permasalahan yang timbul dari masyarakat maupun 

instansi terhadap perusahaan
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LAMPIRAN 1 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 1 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan 

pengawasan kegiatan penutuhan kapal (ship recycling) oleh Kantor KSOP Kelas I 

Banten di fasilitas penutuhan kapal :  

Nama  : Bapak Toni Hikmat 

Jabatan : Pejabat keselamatan kapal / Marine Inspector di Kantor KSOP KelasI Banten 

Hasil wawancara tersebut adalah :  

Peneliti : “Selamat pagi, Pak Toni. Mohon izin untuk arahannya terkait dengan 

penelitian saya tentang penutuhan kapal (ship recycling).” 

Bapak Toni : “Selamat pagi, baik dik. Silahkan bertanya.” 

Peneliti : “Siap pak. Apa arti sebenarnya dari penutuhan kapal itu sendiri pak?” 

Bapak Toni : “Penutuhan kapal itu sendiri memiliki arti seperti scrapping kapal dik. 

Jadi penutuhan kapal itu istilah yang digunakan untuk pemotongan 

kapal.” 

Peneliti : “Siap pak. Untuk pemotongan kapal itu sendiri mengapa dilakukan   pak?” 

Bapak Toni : “Pemotongan kapal dapat dilakukan apabila kapal sudah berumur 25 

tahun sampai dengan 30 tahun. Karena kapal sudah tua jadi lama 

kelamaan akan mengalami korosi kelelahan metal (metal fatigue), serta 
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kekurangan suku cadang. Hal tersebut yang dapat menyebabkan kapal 

tidak lagi memiliki nilai ekonomi untuk tetap beroperasi sebagai 

angkutan laut. Dan pada umumnya kapal yang sudah tua maupun kapal 

yang tidak beroperasi lagi pasti akan dilakukan pembongkaran kapal” 

Peneliti : “Siap, bisa dipahami pak. Lalu dalam pelakasanaan penutuhan kapal itu 

sendiri apakah ada peraturan yang menyatakan untuk diwajibkan 

melakukan penutuhan pak?” 

Bapak Toni : “Pelaksanaan Penutuhan kapal itu sendiri diatur pada peraturan yang 

tercantum di dalam PM No 29 Tahun 2014 pada pasal 51-56 dan 

dipertegas dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut tentang penutuhan kapal berbendera 

Indonesia.” 

Peneliti : “Baik, pak Toni. Namun untuk pelaksanaan penutuhan bagaimana 

pengaplikasiannya pak, apakah ada peraturan yang ditetapkan juga 

untuk melakukan penutuhan itu sendiri?” 

Bapak Toni : “Peraturan yang mengatur untuk proses penutuhan sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PM 29 Tahun 2014 

yang sekarang isinya telah direvisi dan menjadi PM 24 Tahun 2022. Di 

PM tesebut telah dijelaskan bagaimana cara serta persyaratan yang 

digunakan untuk melakukan proses penutuhan kapal. Mulai dari harus 
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dilakukannya pemeriksaan sebelum penerbitan sertifikat kesiapan 

penutuhan, pemeriksaannya meliputi daftar inventaris material 

berbahaya, rencana penutuhan, dan persyaratan otorisasi pelaksanaan 

fasilitas penutuhan”. 

Penelti : “Siap pak. Lalu tugas dari Marine Inspector sendiri dalam proses 

penutuhan kapal apa saja pak?” 

Bapak Toni : “Marine inspector disini bertugas menjadi pelaksana pemeriksaan dan 

pengawasan pada proses penutuhan kapal. Jadi sebelum adanya 

pelaksanaan tersebut, perlu adanya pemeriksaan dari kita pada kapal 

yang akan ditutuh, apakah kapal tersebut dinyatakan sudah siap dan 

bahan inventaris material berbahayanya sudah aman untuk dilakukan 

penutuhan. Hal itu juga terdapat surat internal dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut agar pihak kita melakukan pemeriksaan kapal 

tersebut, dengan melampirkan hasil laporan pemeriksaan yang 

menyatakan kesiapan penutuhan kapal laporan pemeriksaan daftar 

inventaris berbahaya”. 

Peneliti : “Baik, pak Toni. Terimakasih atas informasinya. Mohon maaf 

mengganggu atas waktunya. Terimakasih banyak pak”. 
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA 2 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan 

pengawasan kegiatan penutuhan kapal (ship recycling) oleh Kantor KSOP Kelas I 

Banten di fasilitas penutuhan kapal :  

Nama  : Bapak Adi Wijaya 

Jabatan : Pejabat keselamatan kapal / Marine Inspector di Kantor KSOP KelasI Banten 

Hasil wawancara tersebut adalah :  

Peneliti : “Selamat siang, Pak Adi. Mohon izin bertanya tentang pentuhan kapal 

yang aman dan ramah lingkungan pak.” 

Pak Adi : “Ya dik, boleh. Silahkan bertanya dik. Nanti saya jawab.” 

Peneliti : “Siap pak. Yang pertama, seperti yang diketahui bahwa kapal yang sudah 

tua maupun tidak beroperasi itu harus ditutuh. Namun mengapa harus 

dilakukan dengan aman dan ramah lingkungan pak?” 

Pak Adi : “Kapal yang ditutuh itu harus dilakukan dengan aman dan ramah 

lingkungan dik. Agar lingkungan di sekitar, biota laut dan wilayah 

masyarakat tetap aman dan tidak tercemar oleh material bahayanya 

kapal.” 

Peneliti : “Material berbahaya apa saja pak yang dapat mengakibatkan lingkungan 

tercemar?”. 
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Pak Adi : “Banyak sekali dik, contohnya seperti struktur perlengkapan kapal dari 

cat, panel dinding, permesinan, listrik, perpipaan, limbah operasional 

kapal dari sisa-sisa minyak kotor, air balas dan bahan bakar minyak, 

pelumas maupun gas”. 

Peneliti : “Lalu bagaimana untuk menyikapi material berbahaya tersebut pak?”. 

Pak Adi : “Untuk menyikapinya, maka kegiatan penutuhan kapal diatur dalam PM 

24 Tahun 2022 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim 

dik.” 

Peneliti : “Siap pak. Setelah saya googling, saya menemukan beberapa berita yang 

terjadi pada penutuhan kapal bahwa kegiatan penutuhan kapal tersebut 

dilakukan secara illegal. Maksud dari ilegal di penutuhan kapal itu 

sendiri apa pak ?” 

Pak Adi : “Ilegal yang dimaksud di berita itu merupakan kegiatan penutuhan yang 

dilakukan oleh fasilitas penutuhan kapal tanpa memenuhi persyaratan 

dan perizinan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Perhubungan Laut demi untuk meraup keuntungan 

yang berlebih”. 

Peneliti : “Lalu bagaimana dampak yang terjadi jika kegiatan ilegal tersebut 

dilakukan pak ?” 
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Pak Adi : “Pastinya dampak buruk terjadi bagi semua pihak dik, dari masyarakat, 

fasilitas penutuhan kapal itu sendiri, pihak kita pun juga ikut berdampak 

dik.” 

Peneliti : “Apa saja dampak itu pak Adi?” 

Pak  Adi : “Dampak yang terjadi di masyarakat tentu mereka merasa dirugikan 

karena tidak terdapat izin dan masyarakat terkena imbas dari 

pencemarannya baik dari sumber biota laut dan lingkungannya, bagi 

pihak kita pastinya kita sebagai pejabat instansi yang berwenang 

dianggap kurang merasa memerhatikan terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh setiap galangan kapal mapun TUKS dll, dan untuk pihak 

fasilitas penutuhan kapal pastilah yang terkena dampak buruknya yaitu 

terkena hukuman pidana maupun perdata juga pelarangan operasi, 

pencabutan izin SIUPAL, SIUPKK, teguran dari beberapa pihak, dan 

pemberhentian kegiatan penutuhan yang sedang berlangsung.” 

Peneliti : “Siap pak. Jadi pihak fasilitas harus benar-benar dilakukan sesuai dengan 

SOP ya pak, baik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perkapalan 

dan dari instansi kita sendiri”. 

Pak Adi : “Iya dik, benar sekali.” 

Peneliti : “Siap pak Adi. Baik Pak, saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan saya. 

Terimakasih banyak atas waktunya pak Adi.” 
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LAMPIRAN 2 

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENUTUHAN KAPAL 
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LAMPIRAN 3 

SURAT EDARAN DARI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
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LAMPIRAN 4 

STANDARD OPERATING PROCEDURE PLAN SHIP RECYCLING DI 

KANTOR KSOP KELAS I BANTEN 
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LAMPIRAN 5 

SHIP PARTICULAR 
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LAMPIRAN 6 

SURAT PERMOHONAN 
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LAMPIRAN 7 

SURAT PETUNJUK INTERNAL DJPL
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LAMPIRAN 8 

SURAT PENGHAPUSAN KAPAL 
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LAMPIRAN 9 

SURAT KUASA 
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LAMPIRAN 10 

DOKUMEN SURAT KAPAL 
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LAMPIRAN 11 

DAFTAR INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS 
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LAMPIRAN 12 

SHIP RECYCLING PLAN 
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LAMPIRAN 13 

DOKUMEN OTORISASI 
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LAMPIRAN 14 

LAPORAN PEMERIKSAAN PENUTUHAN KAPAL 
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LAMPIRAN 15 

LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS 
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LAMPIRAN 16 

PEMBERITAAN KEGIATAN PENUTUHAN KAPAL 
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